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WALIKOTA PALOPO 

PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO 

NOMOR 3 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALOPO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011  ten tang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

didaerah; 

b. bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan 

dan pelayanan masyarakat diperlukan pengintegrasian gender 

melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, 

pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas 

kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kota Palopo tentang Pengarusutamaan Gender. 

Mengingat 1 .  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3277); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 





















BAB XI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palopo. 

Ditetapkan di Palopo 
pada tanggal 30 J a n u a r i  20 l 7 

WALIKOTA PALO 

kan di Palopo 
ggal 30 Januari  2 0 1 7  

ETARIS DAERAH KOTA PALOPO, 

� 

JAM LUDDIN 

LEMBARAN DAERAH KOTA PALOPO TAHUN 2017 NOMOR 3 

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALOPO, PROVINS! SULAWESI SELATAN 

NOMOR : B . H K . H A M . 3 . 5 . 1 7 ;  
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Upaya pelaksanaan pengarusutamaan gender yang mencakup semua 
bidang pembangunan, seperti : hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, 
sosial dan budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam dan lingkungan 
hidup dan pertahanan keamanan, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan 
serta diserasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan 
yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, maupun kelembagaan pembangunan 
daerah. 

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya 
pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan di daerah secara 
komprehensif dan berkesinambungan, Pemerintah Daerah perlu merumuskan 

strategi PUG untuk dituangkan dalam Peraturan Daerah. 

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palopo tentang pengarusutamaan 
gender dimaksudkan sebagai arah pedoman dan gambaran pola pikir bagi 

Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan PUG 

secara optimal serta dengan tujuan terwujudnya PUG secara nasional dari 

Pemerintah Daerah pada semua sektor pembangunan. 

D. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas. 

Pasal 2 
Hurufa 

Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap hak asasi 
manusia" adalah suatu gerakan kemasyarakatan atas dasar 
kesadaran dan tanggung jawabnya sebagai warga dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bemegara. 

Hurufb 

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah suatu proses dan 
perlakuan adil terhadap perempuan dan laki-laki, dengan keadilan 
gender berarti tidak ada pembakuan peran, beban ganda, 
subordinasi, marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan 
maupun laki-laki 

Hurufc 

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi" adalah bentuk keterlibatan 
dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena 
alasan-alasan dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam 
keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah Kesamaan kondisi 
bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta 
hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan. 

Hurufe 

Yang dimaksud dengan "asas non diskriminasi" adalah Suatu 
tindakan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan 
perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan laki-laki 

Pasal 3 
Cukup jelas. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 
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